BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATGAS-PBP) DESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 95 TAHUN-2068

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA T.A. 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

. bahwa untuk membantu Penanggulangan Bencana dan Penanganan

Pengungsi serta memperkecil kemungkinan terjadinya korban jiwa
dan kerugian harta benda yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat
bencana, perlu dilakukan penanganan secara terpadu baik sebelum,

pada saat maupun setelah bencana terjadi;

. bahwa upaya penanggulangan bencana dan penangananan pengungsi

sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Satuan Tugas
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( SATGAS —
PBP ) Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati . '

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan —Ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);



Memperhatikan

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah
Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000
Nomor 82);

. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2007 Nomor 20);

. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007
Nomor 24 ).

. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat / Ketua Badan

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 / KEP /
MENKO / KESRA / X / 1996 tentang Organisasi, Tugas dan Tata

Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1974 tentang

Manajemen Penanggulangan Bencana di daerah.

. Instruksi Mendagri Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pembentukan

Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 392 Tahun 2005 tentang
Prosedur tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
& Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 392 Tahun 2006
tanggal 16 Desember 2006 tentang Pembentukan Satlak PBP Kab.
Luwu Utara.

5. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 10/Satlak —PBP/LU/IIL/2006
tentang Pembentikan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana &
Penanganan Pengungsi Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara;

6. Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesejahteraan Sosial Nomor :
1.13.1.13.01. tanggal 23 Januari 2007.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan

Pengungsi ( SATGAS PBP ), Desa di Kabupaten Luwu Utara T.A. 2008

dengan susunan Keanggotaan masing-masing Desa sebagaimana

Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

SATGAS PBP Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Melaksanakan rapat Koordinasi secara insidentil sesuai dengan
perkembangan situasi yang dihadapi.

b. Merencanakan upaya tindak lanjut penggulangan bencana dan
penanganan pengungsi yang terjadi di wilayah masing-masing.

c. Mengkoordinasikan dengan instansi/organisasi terkait di daerah
maupun dengan SATKORLAK PBP/BAKORNAS PBP, Satlak PBP
Kabupaten Luwu Utara dan Satgas PBP Kecamatan dalam upaya
memperkecil korban dan ketugian material yang mungkin terjadi.

d. Melakukan deteksi dini dalam upaya tindakan prefentif terhadap
kemungkinan terjadinya bencana alam dan sosial.

e. Menghimpun data korban, kerugian material dan pengungsi akibat
bencana alam atau sosial dengan lengkap secara periodik.

f Mengajukan saran dan upaya tindak lanjut rehabilitasi dan
rekontruksi akibat terjadinya bencana di wilayah Desa-

g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan, data dan upaya
penanggulangan dan penanganan pengungsi kepada Ketua Satgas
PBP Kecamatan.



h. Menyiapkan laporan, saran dan pendapat kepada Ketua Satgas PBP
Kecamatan mengenai perkembangan situasi yang dihadapi akibat
terjadinya bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Desa.
KETIGA . Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada
Ketua SATGAS PBP Desa.
KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas,
dibebankan masing-masing Desa dan bantuan yang tidak mengikat.
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 13 ¥.pet 2008

WAKIL BUPATI P

‘w DRS. H. FIN JUNAIDI MMl)

Tembusan Kepada Yth:

Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;

Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;

Unsur Muspida Kab. Luwu Utara di Masamba;

Ketua Satgas Kecamatan masing-masing di tempat;

Unsur Muspika Kecamatan masing-masing di tempat;

Para Kepala Dinas/Satuan Kerja Terkait Lingkup Pemda Luwu Utara di Masamba;
Pertinggal
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Lampiran :
NOMOR

TANGGAL 13 HMaret

95

TAHUN 2008
2008

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN

PENGUNGSI (SATGAS PBP).

NO KECAMATAN DESA NAMA JABATAN

I BONE-BONE KARONDANG 1. SABDA KETUA
2. ELYAS KAHYA WKL. KETUA
3. AHMAD SEKRETARIS
4. SAPIRUDDIN PELAKSANA HARIAN
5. KASMAN ANGGOTA
6. KARIYANTO ANGGOTA
7. SYAHRING ANGGOTA
8. MUH. YUNUS, S.PdI ANGGOTA
9, BASDAK ANGGOTA
10. NAMIR ANGGOTA
11. AMIR ANGGOTA
12. FIRMAN ANGGOTA
13. SAMSUNG ANGGOTA
14. AMILUDDIN ANGGOTA
15. MUH. NUR ANGGOTA

3 16. SIRMAN ANGGOTA
17. AMAR ANGGOTA
18. MASRIAH ANGGOTA
19. SURIANI ANGGOTA
20. RAHMANI ANGGOTA

I SUKAMAJU LINO 1. FAHRUDDIN KETUA
2. MADE WKL. KETUA
3. ISHAQ SEKRETARIS
4. M.KAMAL PELAKSANA HARIAN
5. ZAINUDDIN ANGGOTA
6. FAHIRA ANGGOTA
7. RAUF ANGGOTA
8. NAIM ANGGOTA
9. TANGKE ANGGOTA
10. NAKI ANGGOTA
11. ALIMIN ANGGOTA
12. TAMARNUS ANGGOTA
13. MAMPA ANGGOTA
14. DAUD APPIRARO ANGGOTA
15. H. ANWAR ANGGOTA
16. SK. SARAK ANGGOTA
17. MURSALA ANGGOTA
18. MASITA ANGGOTA
19. JOHAR ANGGOTA

m MAPPEDECENG C.PUTIH I 1. MADE SUARJANA KETUA
2. PAULUS NANNA WKL. KETUA
3. MUH.NUR SEKRETARIS
4. NYOMAN ALIT UMBARA | PELAKSANA HARIAN
5. SAMUJI ANGGOTA
6. KOMANG YARTA. S ANGGOTA
7. SUWANDI ANGGOTA
8. KADEK NARA ANGGOTA
9. BAMBANG SUPRIADI ANGGOTA
10. KADEK YASA ANGGOTA
11. SUTARJO ANGGOTA
12. KOMANG PURAJA ANGGOTA
13. RAHMAT SA’1 ANGGOTA
14. KADEK WARDATA ANGGOTA
15. EDI SUCITO ANGGOTA
16. KOMANG WIDASTRA ANGGOTA
17. TTWARNO ANGGOTA
18. KETUT SUKANA ANGGOTA
19. M. ZAIN DALLE ANGGOTA
20. RAIMIN ANGGOTA




-

NO KECAMATAN
v MASAMBA
}
BAEBUNTA

i

DESA NAMA JABATAN |
C.PUTIHII 1. KETUT NUYASA KETUA
2. ARIS WKL. KETUA
3. ARIADI SEKRETARIS
4. HARIANTO PELAKSANA HARTAN
5. TABRI ANGGOTA
6. SUPARDI ANGGOTA
7. MASPUL S.Pd ANGGOTA
8. WAYAN SUDARSANA ANGGOTA
9. MUSTOFA ANGGOTA
10. MUTMAINNAH ANGGOTA
11. HAMIDA ANGGOTA
12. AGUS SUPRIANTO ANGGOTA
13. YATINAH ANGGOTA
14. HARDI ANGGOTA
15. MULIONO ANGGOTA
16. HAMSAUN ANGGOTA
17. HAMPIONO ANGGOTA
18. TAMRIN ANGGOTA
19, WAYAN NURJANI ANGGOTA
20. MADE BUDIARTA ANGGOTA
PONGO 1. ANWAR KETUA
2. BABINSA WKL. KETUA
3. SEKDES SEKRETARIS
4, KAUR PEMERINTAHAN PELAKSANA HARIAN
5, IDDIN RASYID ANGGOTA
6, JAERUDDIN ANGGOTA
7. MALIK ISKANDAR ANGGOTA
8. ALIMUDDIN ANGGOTA
9. DIRMAN ANGGOTA
10. KASBAR ANGGOTA
11. SIMIN ANGGOTA
12. ABD. HAMID ANGGOTA
13. MANCA ANGGOTA
14. MARDI ANGGOTA
15. TAJUDDIN ANGGOTA
16. ANDUNG ANGGOTA
17. BURHAN ANGGOTA
18. SABANIA ANGGOTA
19. YATI ANGGOTA
20. JUMAIYA ANGGOTA
BERINGIN JAYA | 1. ANSYAR K KETUA
2. MUSTANG WKL. KETUA
3. ISWANDL SEKRETARIS
4. POLE SUJANA PELAKSANA HARIAN
5. HATTA ANGGOTA
6. RIDWAN ANGGOTA
7. NURMAN ANGGOTA
8. AGUS ANGGOTA
9. MANDASINI ANGGOTA
10. SUDIRMAN ANGGOTA
11. NASIR ANGGOTA
12, SUTIKNO ANGGOTA
13. EDO ANGGOTA
14. SUPARDI ANGGOTA
15. MUH. MAHSUS AMA ANGGOTA
16. RUSLI ANGGOTA
17. JURNX ANGGOTA
18. HASNA ANGGOTA
19. AMINUDDIN ANGGOTA
20. HAWA ANGGOTA




NO | _KECAMATAN . | DESA | o NAMA | JABATAN
POLEWALI 1. TIKE . KETUA
2. NURDIN WKL. KETUA
3. HASRUL AMIR SEKRETARIS
4. ARIFIN PELAKSANA HARIAN
5. H.JUDDAWI ANGGOTA
6. H. AMBO UPE ANGGOTA
7. H. ALWI ARIF ANGGOTA
8. HERMAN ANGGOTA
9. JAMAL ENGGA ANGGOTA
10. H. MUSTAKIM. AT ANGGOTA
11. UDIN ANGGOTA
12. AKIS ANGGOTA
13. ABBAS ANGGOTA
14. RAMLI ANGGOTA
15. BURHANUDDIN ANGGOTA
16. KANDACONG ANGGOTA
17. H. MASHURI ANGGOTA
18. RASYID ANGGOTA
19. NURMAN ANGGOTA
20. DG PALIWENG ANGGOTA
1 MALANGKE MALANGKE 1. M. NALIS. DM KETUA
/ 2. SAMARUDDIN WKL. KETUA
3. ANDI ROBINSON SEKRETARIS
4. ANDINAJIB PELAKSANA HARIAN
5. ANDI ARDIS ANGGOTA
6. KASRUDDIN ANGGOTA
7. IRWAN ANGGOTA
8. ABDI ANGGOTA
9. HASDI ANGGOTA
10. HERMAN ANGGOTA
11. KADIR ANGGOTA
12. HAMZAH ANGGOTA
13. RASYID ANGGOTA
14. SAHIDIN ANGGOTA
15. SARWIN ANGGOTA
16. MAHFUD ANGGOTA
17. ARMAN ANGGOTA
18. NURMAENA ANGGOTA
19. WAHIDA ANGGOTA
20. HARTATI ANGGOTA
PUTE MATA 1. H.TANTU.P KETUA
2. PETRUS SIRANIE WKL, KETUA
3. HASANUDDIN SEKRETARIS
4. RUSMAN YUSUF PELAKSANA HARIAN
5. NYOMAN MUDUL ANGGOTA
6. SAMSIR ANGGOTA
7. SUKIRNO ANGGOTA
8. SUMARNO ANGGOTA
9. PUTU MARDAMA ANGGOTA
10. SAMSUDDIN ANGGOTA
11. BALLI ANGGOTA
12. HASAN ANGGOTA
13. JALMAN ANGGOTA
14, H. HASAN ANGGOTA
15. KADEK JENDRO ANGGOTA
16. WAYAN ARIAWAN ANGGOTA
17. BOIMIN ANGGOTA
18. Hj. HAMIMAH ANGGOTA
19. SUMIATI ANGGOTA
20. HASNAWATI ANGGOTA




NO KECAMATAN DESA NAMA JABATAN

Vil MALANGKE BARAT WAELAWI 1. HALILE KETUA
2. SYAMSUL BAHRI WKL KETUA
3. ARIFIN SEKRETARIS
4. ABIDIN PELAKSANA HARIAN
5. TASLIM ANGGOTA
6. HAMID ANGGOTA
7. AHSAN ANGGOTA
8. DARLANG ANGGOTA
9. MASDIN ANGGOTA
10. ARDI ANGGOTA
11. TAMSIR ANGGOTA
12. ALIMUDDIN ANGGOTA
13. MANDA. S ANGGOTA
14. MUH. RAHMAN ANGGOTA
15. BURHAN. B ANGGOTA
16. H. MUHAJI ANGGOTA
17. MARHUNI ANGGOTA
18. ALIMIN ANGGOTA
19. GUBARNAWATI ANGGOTA
20. INDARWATI ANGGOTA

CENNING 1. DJUMADING KETUA

2. PAULUS. P WKL KETUA
3. RUSMI SEKRETARIS
4. SUMARDIN PELAKSANA HARIAN
5. ARDLM ANGGOTA
6. ASRIADI ARDI ANGGOTA
7. RASNIATI ANGGOTA
8. TAKDIR ANGGOTA
9. WAHYUDDIN ANGGOTA
10. JABIR ANGGOTA
11. HAFID ANGGOTA
12. SANGNGEANG ANGGOTA
13. RUSDI ANGGOTA
14. AMINUR ANGGOTA
15. MUHLIS ANGGOTA
16. MAHSUDDIN ANGGOTA
17. ECCE JAFAR ANGGOTA
18. NURHAENI ANGGOTA
19. AMMA ANGGOTA
20. NENNI ANGGOTA

Vil SABBANG BONE SUBUR 1. SUDIRMAN SULO KETUA
2. SERKA DANGKENG HAFID WKL KETUA
3.  ABD. AZIS IBRAHIM SEKRETARIS
4. HARUNA PELAKSANA HARIAN
5. SAENALIPI ANGGOTA
6. UNYI ANGGOTA
7. ANCA ANGGOTA
8. RUSNAM SULO ANGGOTA
9. LUNGAN ANGGOTA
10. KARIBO ANGGOTA
11. NELSON ANGGOTA
12. SELVIN ANGGOTA
13. H. A. UDDING ANGGOTA
14. H. TAMRIN ANGGOTA
15. H. MURSALIM ANGGOTA
16. H. HAMID KASO ANGGOTA
17. DG MAPPILE ANGGOTA
18. NAIMA ANGGOTA
19. MARTINA ANGGOTA
20. MARLINA ANGGOTA

A WAKIL BUPATI @




